
 
 

 
 
 

KEPUTUSAN 
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 81/KEPMEN-KP/SJ/2014 
 

TENTANG 
 

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN 
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, 
 

Menimbang  :  a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan informasi 
publik Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan 

cepat, tepat, dan sederhana serta untuk melaksanakan 
ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah 

Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 
Informasi Publik, perlu menetapkan klasifikasi informasi 

yang dikecualikan di lingkungan Kementerian Kelautan 
dan Perikanan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan 
Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Klasifikasi 

Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian 
Kelautan dan Perikanan; 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004  tentang 

Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 

154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5073); 

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 

84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5490); 

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi 
dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4843); 

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 

 

5. Undang-Undang ... 
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5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5038); 

6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang 
Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5071); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 
tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149); 

8. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang 

Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, 
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 
Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24); 

9. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang 
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta 

Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I 
Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana 

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan 
Presiden Nomor 14 Tahun 2014 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 25); 

10. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009, 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Keputusan Presiden Nomor 54/P Tahun 2014; 

11. Keputusan Presiden Nomor 15/M Tahun 2013; 

12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 

PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Kementerian Kelautan dan Perikanan;   

13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 

PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-Undangan di Lingkungan Kementerian 

Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1);  

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan :  KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN 
TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI 

LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN. 

KESATU : Menetapkan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di 
Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, 

sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini. 

KEDUA : Klasifikasi Informasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU 

merupakan acuan bagi setiap unit kerja di lingkungan 
Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam melakukan 

pengelolaan dan pelayanan informasi publik. 

KETIGA: ... 
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. 

KETIGA  : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 
 Ditetapkan di Jakarta 
 Pada tanggal 30 Juni 2014 

 a.n. MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN 
   REPUBLIK INDONESIA        
   SEKRETARIS JENDERAL, 
     
   ttd. 
    
   SJARIEF WIDJAJA 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 



LAMPIRAN 

KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN 
REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 81/KEPMEN-KP/SJ/2014 

TENTANG 

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI 

LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN 

PERIKANAN 

 

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN 
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 

 

NO. 

JENIS KLASIFIKASI 

INFORMASI YANG 

DIKECUALIKAN 

ALASAN PENGECUALIAN 

JANGKA 

WAKTU 

PENGECUALIAN 

1.  Usulan nama calon 

pejabat yang akan 

memangku suatu 
jabatan tertentu yang 

diajukan dalam 

Baperjakat 

Undang-Undang Nomor 14  Tahun  2008  

tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 

17, huruf h: Informasi Publik yang apabila 
dibuka dan diberikan kepada pemohon 

Informasi Publik dapat mengungkap rahasia 

pribadi, yaitu: angka 4: Hasil-hasil evaluasi 

sehubungan dengan kapabilitas, 

intelektualitas dan rekomendasi kemampuan 

seseorang. 

Dapat dibuka 

setelah 

pelantikan 
dilaksanakan 

2.  Hasil rapat Baperjakat 

 

1. Undang-Undang Nomor 14  Tahun  2008  

tentang Keterbukaan Informasi Publik, 
Pasal 17 huruf j: informasi yang tidak 

boleh diungkapkan berdasarkan 

Undang-Undang, yaitu:   

2. Undang-Undang Nomor 14  Tahun  2008  
tentang Keterbukaan Informasi Publik, 

Pasal 17 huruf h: Informasi Publik yang 

apabila dibuka dan diberikan kepada 

Pemohon Informasi Publik dapat 

mengungkap rahasia pribadi 

Dapat diberikan 

setelah yang 
bersangkutan 

dilantik 

3.  Hasil Assesment Undang-Undang Nomor 14  Tahun  2008  

tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 

17, huruf h: Informasi Publik yang apabila 
dibuka dan diberikan kepada pemohon 

Informasi Publik dapat mengungkap rahasia 

pribadi, yaitu: angka 4: Hasil-hasil evaluasi 

sehubungan dengan kapabilitas, 

intelektualitas, dan rekomendasi 

kemampuan seseorang. 

Dapat dibuka 

apabila ber-

kaitan dengan 
posisi seseorang 

dalam jabatan-

jabatan publik 

4.  Surat Keputusan 

Pembinaan disiplin dan 

etika pegawai 

Undang-Undang Nomor 14  Tahun  2008  

tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 

17, huruf h: Informasi Publik yang apabila 
dibuka dan diberikan kepada Pemohon 

Informasi Publik dapat mengungkap rahasia 

pribadi, yaitu: angka 4: Hasil-hasil evaluasi 

sehubungan dengan kapabilitas, 

intelektualitas, dan rekomendasi 
kemampuan seseorang. 

Dapat dibuka 

apabila pihak 

yang rahasianya 
diungkap 

memberikan 

persetujuan 

tertulis 

dan/atau 
pengungkapan 

berkaitan 

dengan posisi 

seseorang dalam 

jabatan-jabatan 

publik 

5.  Arsip Kepegawaian Undang-Undang Nomor 14  Tahun  2008  

tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 
17, huruf h: Informasi Publik yang apabila 

dibuka dan diberikan kepada Pemohon 

Informasi Publik dapat mengungkap rahasia 

pribadi 

Dapat dibuka 

apabila pihak 
yang rahasianya 

diungkap 

memberikan 

persetujuan 

tertulis 

6. Laporan... 
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NO. 

JENIS KLASIFIKASI 
INFORMASI YANG 

DIKECUALIKAN 
ALASAN PENGECUALIAN 

JANGKA 
WAKTU 

PENGECUALIAN 

6.  Laporan Keuangan 
Sebelum diaudit 
(unaudited) 

Undang-Undang Nomor 14  Tahun  2008  
tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 

17 huruf J: informasi yang tidak boleh 

diungkapkan berdasarkan Undang-Undang, 

yaitu:  

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 

tentang Keuangan Negara, Pasal  30 ayat 

(1):  Presiden menyampaikan rancangan 

undang-undang tentang pertanggung-

jawaban  pelaksanaan APBN  kepada 
DPR berupa laporan keuangan yang 

telah diperiksa oleh  Badan  Pemeriksa 

Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) 

bulan setelah tahun anggaran berakhir.    

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 

tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan 

Tanggung Jawab Keuangan Negara, Pasal 

17 ayat (1):  Laporan hasil pemeriksaan 

atas  laporan  keuangan  pemerintah  

pusat disampaikan  oleh  BPK  kepada  
DPR  dan  DPD selambat-lambatnya 2 

(dua) bulan setelah menerima laporan 

keuangan dari pemerintah pusat. Pasal 

18 ayat (1): Ikhtisar hasil pemeriksaan 

semester disampaikan kepada lembaga 
perwakilan selambat-lambatnya 3 (tiga) 

bulan sesudah berakhirnya semester 

yang bersangkutan. 

1 Tahun 
(diberikan 

berupa 

ringkasan LHP) 

7.  Dokumen  Proses 
Pengadaan Barang/Jasa 

dari Penyedia 

Barang/Jasa 

1. Undang-Undang Nomor 14  Tahun  2008  
tentang Keterbukaan Informasi Publik, 

Pasal 17, huruf b:  Informasi Publik yang 

apabila dibuka dan diberikan kepada 

Pemohon Informasi Publik dapat 
mengganggu kepentingan perlindungan 

hak atas kekayaan intelektual dan 

perlindungan dari persaingan usaha 

tidak sehat. 

2. Undang-Undang Nomor 14  Tahun  2008  

tentang Keterbukaan Informasi Publik, 

Pasal 17, huruf h: Informasi Publik yang 

apabila dibuka dan diberikan kepada 

Pemohon Informasi Publik dapat 

mengungkap rahasia pribadi, yaitu: 
angka 3: kondisi keuangan, asset, 

pendapatan, dan rekening bank 

seseorang. 

Data dapat 
dibuka dalam 

hal kepentingan 

penyelidikan, 

penyidikan.dan 
pemeriksaan di 

pengadilan 

8.  Data pegawai yang 
masih dalam proses 

pengadilan sebagai 

saksi atau tersangka. 

1. Undang-Undang Nomor 14  Tahun  2008  
tentang  keterbukaan Informasi Publik, 

Pasal 17 huruf  a, angka 1: Informasi 

Publik yang apabila dibuka dan 

diberikan kepada  Pemohon  Informasi  
Publik  dapat menghambat  proses  

penegakan  hukum,  yaitu informasi  

yang  dapat:  menghambat  proses 

penyelidikan dan penyidikan suatu 

tindak pidana;  

2. Undang-Undang Nomor 14  Tahun  2008  

tentang keterbukaan Informasi Publik, 

Pasal 17 huruf j: informasi yang tidak 

boleh diungkapkan berdasarkan 
Undang-Undang, yaitu: Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Perlindungan  Saksi Dan Korban, Pasal 

Dapat dibuka 
setelah 

memperoleh 

keputusan 

pengadilan yang 
memiliki 

kekuatan 

hukum tetap 
(incracht) 

8: Perlindungan... 
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NO. 

JENIS KLASIFIKASI 
INFORMASI YANG 

DIKECUALIKAN 
ALASAN PENGECUALIAN 

JANGKA 
WAKTU 

PENGECUALIAN 

8: Perlindungan dan hak Saksi dan 

Korban diberikan sejak tahap 

penyelidikan dimulai dan berakhir sesuai 
dengan ketentuan sebagaimana diatur 

dalam Undang- Undang ini. 

9.  Data Pengaduan 
masyarakat dan laporan 

hasil pemeriksaan 

pengaduan masyarakat 

terhadap kinerja dan 

perilaku individual 
pegawai 

Undang-Undang Nomor 14  Tahun  2008  
tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 

17, huruf a: Informasi Publik yang apabila 

dibuka dan diberikan kepada Pemohon 

Informasi Publik dapat  menghambat  proses  

penegakan  hukum,  yaitu informasi  yang  
dapat:  mengungkapkan identitas informan, 

pelapor, saksi, dan/atau korban yang 

mengetahui adanya tindak pidana. 

1 Tahun 
(diberikan 

berupa 

rekapitulasi 

pengaduan) 

10.  Laporan hasil audit 
reguler dan laporan 

hasil audit dengan 

tujuan tertentu 

1. Undang-Undang Nomor 14  Tahun  2008  
tentang Keterbukaan Informasi Publik, 

Pasal 17,  huruf  i: memorandum  atau  

surat-surat  antar  Badan Publik  atau  

intra  badan  publik,  yang  menurut 

sifatnya  dirahasiakan  kecuali  atas  
putusan Komisi Informasi atau 

pengadilan.  

2. Undang-Undang Nomor 14  Tahun  2008  
tentang Keterbukaan Informasi Publik, 

Pasal 17 huruf j: informasi yang tidak 

boleh diungkapkan berdasarkan Undang-

Undang, yaitu: Undang-Undang Nomor 

17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara Pasal  30 ayat (1): Presiden 
menyampaikan rancangan undang-

undang tentang pertanggungjawaban  

pelak-sanaan APBN kepada DPR berupa 

laporan keuangan yang telah diperiksa 

oleh Badan Pemeriksa Keuangan, 
selambat-lambatnya 6 (enam) bulan 

setelah tahun anggaran berakhir 

1 Tahun 
(diberikan 

berupa 

ringkasan LHP) 

11.  Laporan Hasil 
Pemeriksaan Keuangan 

Undang-Undang Nomor 14  Tahun  2008  
tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 

17 huruf J: informasi yang tidak boleh 

diungkapkan berdasarkan Undang-Undang, 

yaitu:  

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 

tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan 

Tanggung Jawab Keuangan Negara Pasal 17 

ayat (1): Laporan hasil pemeriksaan atas  

laporan  keuangan  pemerintah  pusat 
disampaikan  oleh  BPK  kepada  DPR  dan  

DPD selambat-lambatnya 2 (dua) bulan 

setelah menerima laporan keuangan dari 

pemerintah pusat. Pasal 18 ayat (1): Ikhtisar 

hasil pemeriksaan semester disampaikan 

kepada lembaga perwakilan selambat-
lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah 

berakhirnya semester yang bersangkutan. 

1 Tahun 
(diberikan 

berupa 

ringkasan LHP) 

12.  Laporan hasil 
pemantauan tindak 

lanjut hasil audit 

Undang-Undang Nomor  14  Tahun  2008  
Pasal  17  huruf  i: memorandum atau 

surat-surat antar Badan  publik atau  intra  

badan  publik,  yang  menurut  sifatnya 

dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi 

Informasi atau pengadilan.  

1 Tahun 
(diberikan 

berupa 

ringkasan 

laporan tindak 

lanjut 
pemeriksaan) 

 

13. Data ... 
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NO. 

JENIS KLASIFIKASI 
INFORMASI YANG 

DIKECUALIKAN 
ALASAN PENGECUALIAN 

JANGKA 
WAKTU 

PENGECUALIAN 

13.  Data kegiatan kapal 
perikanan yang 

diperoleh dari Sistem 

Pamantauan Kapal 
Perikanan (Vessel 
Monitoring System/VMS) 

1. Undang-Undang Nomor 14  Tahun  2008  
tentang  Keterbukaan Informasi Publik, 

Pasal 17 huruf  a, angka 3: Informasi 

Publik yang apabila dibuka dan diberikan 

kepada  Pemohon  Informasi  Publik  

dapat menghambat  proses  penegakan  

hukum,  yaitu informasi  yang  dapat 
mengungkapkan  data  intelijen  kriminal  

dan rencana-rencana yang  berhubungan 

dengan pencegahan dan penanganan 

segala bentuk kejahatan transnasional 

2. Peraturan Menteri Kelautan dan 

Perikanan Republik Indonesia Nomor 

PER.10/MEN/2013 tentang Sistem 

Pemantauan Kapal Perikanan: Pasal 23 

angka (1): Data kegiatan kapal perikanan 
yang diperoleh dari hasil pemantauan 

terhadap kapal perikanan merupakan 

data milik Direktorat Jenderal dan 

bersifat rahasia. 

Dapat dibuka 
dalam hal 

kepentingan 

pemeriksaan 

perkara pidana 

di pengadilan. 

14.  Laporan dugaan 
terjadinya suatu tindak 

pidana di bidang 

kelautan dan perikanan 
baik dari masyarakat 

(Pokmawas), Pengawas 

Perikanan, atau 

Pengawas PWP3K. 

1. Undang-Undang Nomor 14  Tahun  2008  
tentang  Keterbukaan Informasi Publik, 

Pasal 17 huruf  a, angka 1: Informasi 

Publik yang apabila dibuka dan 
diberikan kepada  Pemohon  Informasi  

Publik  dapat menghambat  proses  

penegakan  hukum,  yaitu informasi  

yang  dapat: menghambat  proses  

penyelidikan  dan penyidikan  suatu 

tindak pidana. 

2. Undang-Undang Nomor 14  Tahun  2008  

tentang Keterbukaan Informasi Publik, 

Pasal 17, huruf a, angka 2: Informasi 
Publik yang apabila dibuka dan 

diberikan kepada Pemohon Informasi 

Publik dapat  menghambat  proses  

penegakan  hukum,  yaitu informasi  

yang  dapat:  mengungkapkan identitas 

informan, pelapor, saksi, dan/atau 
korban yang mengetahui adanya tindak 

pidana. 

Dapat dibuka 
dalam hal 

kepentingan 

pemeriksaan 
perkara pidana 

di pengadilan. 

15.  Rencana gelar operasi 
pengawasan sumber 

daya kelautan dan 

perikanan (dengan atau 

tanpa menggunakan 

Kapal Pengawas 
Perikanan) 

Undang-Undang Nomor 14  Tahun  2008  
tentang  Keterbukaan Informasi Publik, 

Pasal 17 huruf  a, angka 3: Informasi Publik 

yang apabila dibuka dan diberikan kepada 

Pemohon Informasi Publik dapat meng-

hambat  proses  penegakan  hukum,  yaitu 
informasi  yang  dapat mengungkapkan data 

intelijen  kriminal  dan rencana-rencana 

yang berhubungan  dengan pencegahan dan 

penanganan segala bentuk kejahatan 

transnasional. 

Informasi dapat 
dibuka setelah 

30 tahun sejak 

ditetapkan. 

16.  Teknik dan taktik 

operasional pengawasan 

sumber daya kelautan 

dan perikanan (dengan 
atau tanpa 

menggunakan Kapal 

Pengawas Perikanan) 

Undang-Undang Nomor 14  Tahun  2008  

tentang  Keterbukaan Informasi Publik, 

Pasal 17 huruf  a, angka 3: Informasi Publik 

yang apabila dibuka dan diberikan kepada  
Pemohon  Informasi  Publik  dapat 

menghambat  proses  penegakan  hukum,  

yaitu informasi  yang  dapat 

mengungkapkan  data  intelijen  kriminal  

dan rencana-rencana  yang  berhubungan  
dengan pencegahan  dan penanganan segala 

bentuk kejahatan  transnasional. 

Informasi dapat 

dibuka setelah 

30 tahun sejak 

ditetapkan. 

17. Modus ... 
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NO. 

JENIS KLASIFIKASI 
INFORMASI YANG 

DIKECUALIKAN 
ALASAN PENGECUALIAN 

JANGKA 
WAKTU 

PENGECUALIAN 

17.  Modus operandi tindak 
pidana dibidang 

kelautan dan perikanan 

Undang-Undang Nomor 14  Tahun  2008  
tentang  Keterbukaan Informasi Publik, 

Pasal 17 huruf  a, angka 1: Informasi Publik 

yang apabila dibuka dan diberikan kepada 

Pemohon Informasi Publik dapat 

menghambat proses  penegakan  hukum,  

yaitu informasi yang dapat: menghambat  
proses  penyelidikan dan penyidikan suatu 

tindak pidana  

Informasi dapat 
dibuka setelah 

30 tahun sejak 

ditetapkan. 

18.  Motif dan jaringan 
pelaku tindak pidana 

dibidang kelautan dan 

perikanan 

Undang-Undang Nomor 14  Tahun  2008  
tentang  Keterbukaan Informasi Publik, 

Pasal 17 huruf a, angka 1: Informasi Publik 

yang apabila dibuka dan diberikan kepada  

Pemohon  Informasi  Publik  dapat 

menghambat  proses  penegakan  hukum,  
yaitu informasi  yang  dapat menghambat  

proses  penyelidikan dan penyidikan suatu 

tindak pidana  

Informasi dapat 
dibuka setelah 

30 tahun sejak 

ditetapkan. 

19.  Turunan berita acara 
pemeriksaan tersangka 

tindak pidana di bidang 

kelautan dan perikanan 

1. Undang-Undang Nomor 14  Tahun  2008  
tentang  Keterbukaan Informasi Publik, 

Pasal 17 huruf  a, angka 1: Informasi 

Publik yang apabila dibuka dan 

diberikan kepada Pemohon Informasi 
Publik dapat menghambat  proses  

penegakan  hukum,  yaitu informasi 

yang dapat menghambat proses  

penyelidikan  dan penyidikan  suatu 

tindak pidana. 

2. KUHAP Pasal 72 

Dapat dibuka 
dalam hal 

kepentingan 

pemeriksaan 

perkara pidana 
di pengadilan. 

 

Atas permintaan 

tersangka atau 

penasehat 

hukumnya 

pejabat yang 

bersangkutan 
memberikan 

turunan berita 

acara 

pemeriksaan 

untuk 
kepentingan 

pembelaan 

20.  Teknik dan taktik 
penyidikan tindak 

pidana di bidang 

kelautan dan perikanan 

Undang-Undang Nomor 14  Tahun  2008  
tentang  Keterbukaan Informasi Publik, 

Pasal 17 huruf  a, angka 1: Informasi Publik 

yang apabila dibuka dan diberikan kepada 

Pemohon Informasi Publik dapat 

menghambat proses penegakan  hukum, 
yaitu informasi yang dapat menghambat 

proses  penyelidikan  dan penyidikan  suatu 

tindak pidana  

Informasi dapat 
dibuka setelah 

30 tahun sejak 

ditetapkan. 

21.  Identitas Pengawas 
Perikanan, Pengawas 

PWP3K, PPNS beserta 

keluarganya dalam 

melakukan penyidikan 

tindak pidana yang 
bersifat khusus, sesuai 

peraturan perundang-

undangan 

Undang-Undang Nomor 14  Tahun  2008  
tentang  Keterbukaan Informasi Publik, 

Pasal 17 huruf a, angka 4: Informasi Publik 

yang apabila dibuka dan diberikan kepada  

Pemohon  Informasi  Publik  dapat 

menghambat  proses  penegakan  hukum,  
yaitu informasi yang dapat: membahayakan  

keselamatan dan kehidupan penegak 

hukum dan/atau keluarganya 

Informasi dapat 
dibuka setelah 

30 tahun sejak 

ditetapkan. 

22.  Data detail spesifikasi 
Kapal Pengawas 

Perikanan/senjata api 

dan/atau alat 

pengaman diri lainnya 

 

Undang-Undang Nomor 14  Tahun  2008  
tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 

17 huruf a, angka 5: Informasi Publik yang 

apabila dibuka dan diberikan kepada 

Pemohon  Informasi  Publik  dapat 
menghambat proses  penegakan  hukum,  

Informasi dapat 
dibuka setelah 

30 tahun sejak 

ditetapkan. 

yaitu ... 
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 yaitu informasi yang dapat: membahayakan  

keamanan peralatan, sarana, dan/atau 

prasarana penegak hukum. 

23.  Data Lokasi BMKT 

 

Undang-Undang Nomor 14  Tahun  2008  

tentang  Keterbukaan Informasi Publik,  

Pasal 17 huruf  d: Informasi Publik yang 
apabila dibuka dan diberikan kepada 

Pemohon Informasi Publik dapat 

mengungkapkan kekayaan alam Indonesia. 

Dapat di buka 

untuk 

keperluan 
pengawasan 

24.  Data detail aktivitas 
operasional 

eksportir/importir 

Undang-Undang Nomor 14  Tahun  2008  
tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 

17 huruf b: Informasi Publik yang apabila 

dibuka dan diberikan kepada Pemohon  

Informasi  Publik  dapat mengganggu 
kepentingan perlindungan hak atas 

kekayaan intelektual dan perlindungan dari 

persaingan usaha tidak sehat. 

Data dapat 
dibuka dalam 

hal kepentingan 

penyelidikan, 

penyidikan, dan 
pemeriksaan di 

pengadilan. 

25.  Data hasil inspeksi, 
hasil investigasi, nilai-

nilai, kasus, internal 

dan temporary suspend 

Undang-Undang Nomor 14  Tahun  2008  
tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 

17 huruf b: Informasi Publik yang apabila 

dibuka dan diberikan kepada Pemohon  

Informasi  Publik  dapat mengganggu 
kepentingan perlindungan hak atas 

kekayaan intelektual dan perlindungan dari 

persaingan usaha tidak sehat. 

Data dapat 
dibuka dalam 

hal kepentingan 

penyelidikan, 

penyidikan, dan 
pemeriksaan di 

pengadilan. 

26.  Log book penangkapan 

ikan 
1. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 

tentang Perikanan, sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 

45 Tahun 2009, Pasal 46A: 

Pemerintah menjamin kerahasiaan data 

dan informasi perikanan yang berkaitan 
dengan data log book penangkapan dan 

pengangkutan ikan, data yang diperoleh 

pengamat, dan data perusahaan dalam 
proses perizinan usaha perikanan. 

2. Peraturan Menteri Kelautan dan 

Perikanan Nomor PER.18/MEN/2010 
tentang Log Book Penangkapan Ikan, 

Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2): 

(1)  Direktur Jenderal bertanggung jawab 

atas pelaksanaan dan kerahasiaan 
data log book penangkapan ikan 

untuk masing-masing kapal 

perikanan. 

(2) Dalam rangka pelaksanaan dan 
kerahasiaan data log book 

penangkapan ikan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), Direktur 

Jenderal wajib menyiapkan sarana 
yang aman untuk penyimpanan log 
book penangkapan ikan. 

3. Peraturan Menteri Kelautan dan 

Perikanan Nomor PER.18/MEN/2010 
tentang Log Book Penangkapan Ikan, 

Pasal 4 ayat (1): Log book penangkapan 

ikan berisi informasi mengenai: 

a. data kapal perikanan; 

b. data alat penangkapan ikan; 

c. data operasi penangkapan ikan; dan 

d. data ikan hasil tangkapan. 

 

Dapat dibuka 
dalam hal 

kepentingan 

pemeriksaan 

perkara pidana 

di pengadilan. 

4. Undang-Undang ... 
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4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 

tentang Keterbukaan Informasi Publik, 

Pasal 17 huruf d: Informasi Publik yang 
apabila dibuka dan diberikan kepada 

Pemohon Informasi Publik dapat 

mengungkapkan kekayaan alam 

Indonesia. 

27.  Sertifikat Hasil 
Tangkapan Ikan (SHTI) 

1. Peraturan Menteri Kelautan dan 
Perikanan Nomor PER.13/MEN/2012 

tentang Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan, 

Pasal 1 angka 1: Sertifikat Hasil 
Tangkapan Ikan (SHTI) adalah surat 

keterangan yang menyatakan bahwa 

hasil perikanan yang diekspor bukan 
dari kegiatan Illegal, Unreported, and 
Unregulated (IUU) Fishing; 

2. Peraturan Menteri Kelautan dan 

Perikanan Nomor PER.13/MEN/2012 

tentang Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan, 

Pasal 4 Ayat (1): SHTI digunakan sebagai 

kelengkapan dokumen ekspor untuk 
hasil tangkapan ikan di laut yang berasal 

dari kapal penangkap ikan Indonesia dan 

kapal penangkap ikan asing; 

3. Berdasarkan angka 1 dan 2 dapat 
disimpulkan bahwa SHTI merupakan 

dokumen negara yang hanya boleh 

diketahui secara terbatas orang-orang 

tertentu seperti petugas dan pemohon 

SHTI. Dan oleh karenanya, termasuk 

kategori rahasia dan dikecualikan; 

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 

tentang Keterbukaan Informasi Publik,  

Pasal 17 huruf d: SHTI termasuk 
informasi yang apabila dibuka dan 

diberikan kepada Pemohon Informasi 

Publik dapat mengungkapkan kekayaan 

alam Indonesia.  

Dapat dibuka 
dalam hal 

kepentingan 

pemeriksaan 
perkara pidana 

di pengadilan. 

28.  Buku Kapal Perikanan 1. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 
tentang Perikanan, sebagaimana telah 

diubah dengan  Undang-undang Nomor 

45 Tahun 2009, Pasal 46A: buku kapal 

perikanan merupakan dokumen yang 
memuat data kapal perikanan, seperti: 

identitas pemilik kapal, nomor register, 

nama kapal, ukuran kapal, tanda 

pengenal kapal; 

2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 

tentang Perikanan, sebagaimana telah 

diubah dengan  Undang-undang Nomor 

45 Tahun 2009, Pasal 7 ayat (2): Buku 

kapal perikanan hanya bisa diberikan:  

a. Asli, kepada pemilik kapal; 

b. Salinan, disimpan oleh Direktorat 
Jenderal Perikanan Tangkap 

3. Berdasarkan angka 1 dan 2 maka, buku 

kapal perikanan bersifat terbatas dan 
rahasia, hanya bisa diketahui secara 

terbatas oleh pemilik kapal dan DJPT. 

Dapat dibuka 
dalam hal 

kepentingan 

pemeriksaan 

perkara pidana 
di pengadilan. 

29.  Surat Izin Usaha 
Perikanan (SIUP) 

1. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) 
adalah izin tertulis yang harus dimiliki 

untuk melakukan usaha perikanan 

dengan menggunakan sarana produksi 

Dapat dibuka 
dalam hal 

kepentingan 

pemeriksaan 

yang tercantum ... 
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yang tercantum dalam izin tersebut; 

2. SIUP memuat antara lain nama 

perusahaan, nama penanggung jawab, 

kapal, jenis alat tangkap; 

3. Berdasarkan angka 1 dan 2, maka SIUP 
bersifat terbatas dan rahasia, hanya bisa 

diketahui secara terbatas oleh pemilik 

SIUP dan DJPT; 

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 
tentang Keterbukaan Informasi Publik, 

Pasal 17 huruf b: SIUP termasuk 

kategori informasi publik yang apabila 

dibuka dan diberikan kepada Pemohon 

Informasi Publik dapat mengganggu 
perlindungan dari persaingan usaha 

tidak sehat. 

perkara pidana 

di pengadilan. 

30.  Surat Izin Penangkapan 
Ikan (SIPI) 

1. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) 
adalah izin tertulis yang harus dimiliki 

setiap kapal perikanan untuk melakukan 

penangkapan ikan yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari SIUP; 

2. SIPI memuat antara lain: identitas 

pemilik kapal, data kapal, daerah 

penangkapan; 

3. Berdasarkan angka 1 dan 2, maka SIUP 

bersifat terbatas dan rahasia, hanya bisa 

diketahui secara terbatas oleh pemilik 

SIPI dan DJPT; 

4. Sesuai dengan ketentuan Pasal 17 huruf 

b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 

tentang Keterbukaan Informasi Publik, 

SIPI termasuk kategori informasi publik 

yang apabila dibuka dan diberikan 
kepada Pemohon Informasi Publik dapat 

mengganggu perlindungan dari 

persaingan usaha tidak sehat. 

Dapat dibuka 
dalam hal 

kepentingan 

pemeriksaan 

perkara pidana 

di pengadilan. 

31.  Surat Izin Kapal 
Pengangkut Ikan (SIKPI) 

1. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) 

adalah izin tertulis yang harus dimiliki 
setiap kapal perikanan untuk melakukan 

pengangkutan ikan yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari SIUP; 

2. SIKPI memuat antara lain: identitas 
pemilik kapal, data kapal, daerah 

penangkapan; 

3. Berdasarkan angka 1 dan 2, maka SIKPI 
bersifat terbatas dan rahasia, hanya bisa 

diketahui secara terbatas oleh pemilik 

SIKPI dan DJPT; 

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 

tentang Keterbukaan Informasi Publik, 

Pasal 17 huruf b: SIKPI termasuk 
kategori informasi publik yang apabila 

dibuka dan diberikan kepada Pemohon 

Informasi Publik dapat mengganggu 

perlindungan dari persaingan usaha 

tidak sehat.  

Dapat dibuka 
dalam hal 

kepentingan 

pemeriksaan 

perkara pidana 

di pengadilan. 

32.  Daftar Riwayat Hidup 

pegawai pada data 

kepegawaian 

 

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 

tentang Keterbukaan Informasi Publik, 

Pasal 17 huruf h: sistem informasi dan 
manajemen kepegawaian merupakan 

informasi yang apabila dibuka dan 

diberikan kepada Pemohon Informasi 

Dapat dibuka 

apabila pihak 

yang rahasianya 
diungkap 

memberikan 

persetujuan 

Publik ... 
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Publik dapat mengungkap rahasia 

pribadi, yaitu antara lain: 

a. Riwayat dan kondisi anggota 

keluarga; 

b. Hasil-hasil evaluasi sehubungan 
dengan kapabilitas, intelektualitas, 

dan rekomendasi kemampuan 

seseorang; dan/atau catatan yang 

menyangkut pribadi seseorang yang 

berkaitan dengan kegiatan satuan 
pendidikan formal dan satuan 

pendidikan nonformal. 

c. Dapat dimanfaatkan untuk tujuan 

yang merugikan kepentingan 
pegawai. 

2. Peraturan Menteri Kelautan dan 

Perikanan Nomor 17 Tahun 2011 

tentang Sistem Informasi Manajemen 
Kepegawaian Lingkup Kementerian 

Kelautan dan Perikanan, Pasal 24 ayat 

(2): Data dan informasi kepegawaian 

secara lengkap tidak boleh diberikan 

kepada pihak lain baik di dalam maupun 
di luar lingkungan Kementerian 

Kelautan dan Perikanan tanpa seizin 

atasan atau yang bersangkutan. 

tertulis 

dan/atau 

pengung-kapan 
berkaitan 

dengan posisi 

seseorang dalam 

jabatan-jabatan 

publik. 

 
 

 a.n. MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN 
   REPUBLIK INDONESIA        
   SEKRETARIS JENDERAL, 
     

   ttd. 

    

   SJARIEF WIDJAJA 
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